
KEWAJIBAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
KRITERIA PKP YANG DI NONAKTIFKAN :

a. Tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak 
    yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagai pemotong atau pemungut 
    pajak secara berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan

KEWAJIBAN PELAPORAN
KRITERIA PKP YANG DI NONAKTIFKAN :

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
    pajak yang telah menjadi kewajibannya

b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang 
    telah menjadi kewajibannya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan

c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang 
    telah menjadi kewajibannya untuk 6 (enam) Masa Pajak dalam periode 1 (satu) 
     tahun kalender

d. Tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang 
    seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat berturut-turut selama 3 
    (tiga) bulan

KEWAJIBAN PEMBAYARAN
KRITERIA PKP YANG DI NONAKTIFKAN :

a. Memiliki tunggakan pajak paling sedikit :
    1) Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak yang 
        terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau

    2) Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk Wajib Pajak yang terdaftar 
        selain di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 

    yang telah diterbitkan surat teguran dan selain yang telah meiliki surat  
     keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang 
    pajak yang masih berlaku
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